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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan yang 

diberikan pemerintah kepada individu atau organisasi untuk karya, ciptaan, 

dan penemuan yang berasal dari kemampuan berfikir.1 Menurut definisi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak” berarti kewenangan atau 

kuasa yang diakui oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan atau 

mengajukan tuntutan kepada orang lain. Disisi lain, “paten” diartikan 

sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk 

menggunakan dan melindungi temuannya peniruan atau penggunaan tanpa 

izin.2 Perkembangan teknologi dan inovasi di era globalisasi semakin 

menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, 

terutama hak paten.3 Hak paten ialah bentuk perlindungan hukum yang 

memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk invensi atau penemuan 

baru di bidang teknologi, sehingga mereka dapat mengatur penggunaan dan 

pemanfaatan hasil inovasi dalam jangka waktu tertentu.4 Perlindungan ini 

berfungsi  sebagai dorongan utama yang mendorong para inovator untuk 

 
1 Ahmad Harjon Purba, Hukum Hak Cipta Di Era Teknologi Digital: Tantangan Dan  

Peluang,  (Sinar  Grafika  :  Jakarta,  2022),  hlm. 5. 
2 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  

Daring,” 2025, diakses melalui laman resmi: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paten, diakses  

tanggal 23 Oktober  2025  pukul  21.23. 
3 Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia  (World  Intellectual  Property  Organization  –  

WIPO),“Laporan  Kekayaan  Intelektual  Dunia:  Wajah  Inovasi  yang  Berubah”,  (Jenewa:  WIPO,  

2020),  diakses  melalui  laman  resmi:  https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4516,  

diakses  tanggal  23  Oktober  2025  pukul  22.53. 
4 D. Santoso, “‘Perlindungan Paten Dan Inovasi Teknologi Di Negara Berkembang: Studi 

Kasus Indonesia.,’” Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual 12 (2021): 52. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4516
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terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru, yang pada 

akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi serta 

meningkatkan daya asing nasional dan di tingkat global.5 Paten sering 

disalahartikan sebagai merk, padahal keduanya rezim yang berbeda yang 

merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan sama-sama memberikan 

hak eksklusif kepada pemiliknya.6

Dalam sistem perundang-undangan paten di Indonesia yakni Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang kemudian mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai paten, 

warga negara asing memiliki posisi hukum setara dengan Warga Negara 

Indonesia dalam mendapatkan perlindungan paten. Hal ini disebabkan tidak 

adanya perbedaan hak yang berarti dan sistem ini menerapkan prinsip 

perlakuan tidak diskriminatif serta perlakuan nasional. Perbedaannya hanya 

bersifat pada aspek administratif, yaitu kewajiban bagi warga negara asing 

yang tidak tinggal di Indonesia untuk mengajukan permohonan melalui 

perwakilan terdaftar, sedangkan pemberian paten tetap didasarkan pada 

memenuhi syarat kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. 

Pada era globalisasi, terbukanya pasar dan mobilitas yang tinggi 

membuat warga negara asing turut serta aktif dalam penelitian, 

pengembangan teknologi, dan pendaftaran paten di Indonesia. Ini tidak  

hanya memperkaya ekosistem inovasi di dalam negeri, tetapi juga menarik 

 
5 Arif  Sutanto,  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Pendorong  Inovasi Dan Pertumbuhan  

Ekonomi  Di  Era  Digital  (Malang:  UB  Press,  2022),  hlm. 55. 
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Outlook Kekayaan Intelektual Indonesia 

2022,” in Bagian Edukasi Publik Dan Literasi KI. (Jakarta, 2022). 
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investasi dan kerja sama internasional yang mendukung kemajuan di bidang 

teknologi serta industrialisasi yang berbasis teknologi tinggi.7 Pemerintah 

Indonesia dengan berbagai kebijakan dan regulasi, terutama Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diperbarui dalam 

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai Paten, berusaha memberi 

kepastian hukum dan mempermudah akses bagi para inovator, baik yang 

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan 

perlindungan paten yang dapat mendorong suasana inovasi yang produktif 

dan kompetitif. 

Regulasi mengenai paten di Indonesia diatur secara menyeluruh dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diperbarui dalam 

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 mengenai Paten, yang memberikan 

hak secara eksklusif kepada penemu atas hasil karya mereka dalam rangka 

perlindungan kekayaan intelektual nasional.8 Menurut Pasal 10 ayat (1), 

semua individu baik Warga Negara Indonesia maupun asing memiliki hak 

yang setara untuk mendapatkan paten selain memenuhi ketentuan 

administratif juga secara substantif yang berlaku, yang menggambarkan 

prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan penemuan.9 Selanjutnya, 

 
7 A.Nugroho, dan Purwanto, B. “Partisipasi  Asing  Dalam  Sistem  Paten  Indonesia:  

Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Globalisasi.”  Asian  Journal  of  Technology  Innovation,  Vol.  

31  (2023),  hlm. 82.   
8  Yoga  Permana,  “Analisis  Hukum  Komersialisasi  Paten  melalui  Intellectual  Property  

Marketplace  menurut  Hukum  Positif  Indonesia,” JIPRO (Journal  of  Intellectual  Property),  Vol.  

8  (2025),  hlm. 1–15.   
9 R. A.P.  Nashrullah,  Pebriani,  Y.,  dan  Sakana,  “Optimalisasi  Aksesibilitas  Pemegang  

Paten  melalui  Implementasi  Sistem  Peringatan  Dini  dan  Penghidupan  Kembali  (SIPARKA)  

Guna mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional.,”  Forschungforum  Law  Journal,  Vol.  2  

(2025),  hlm.  96–118.  
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pelaksanaan ketentuan hukum mengenai hak paten dalam praktiknya 

memerlukan pengaturan yang sistematis sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif normatif, peran 

pemerintah melalui institusi yang berwenang dalam bidang kekayaan 

intelektual merupakan bagian integral dan sistem perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

Pengaturan tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan pendaftaran 

paten, penyebarluasan informasi hukum, serta pembinaan hukum kepada 

masyarakat sebagaimana diatur dalam kerangka hukum kekayaan 

intelektual di Indonesia. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hak 

paten tidak hanya terbatas pada aspek normatif berupa peraturan tertulis, 

tetapi juga mencerminkan adanya sistem hukum yang terstruktur dalam 

menjamin hak pemegang paten, termasuk warga negara asing.10 

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum hak paten ditentukan 

oleh kejelasan pengaturan administratif, ketersediaan sumber daya manusia, 

serta tingkat pemahaman hukum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan 

hukum diarahkan pada penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, dan optimalisasi penyebarluasan informasi hukum guna 

mendukung perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi. Walaupun 

secara hukum memiliki kedudukan yang sama, dalam praktiknya warga 

negara asing mengalami berbagai hambatan administratif, kurangnya 

 
10  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 

133. 
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penyuluhan, terbatasnya akses informasi, serta tantangan bahasa dan hukum 

domestik.  

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum 

(das sollen) yang menjamin kesetaraan dan kenyataan yang terjadi (das 

sein) yang menunjukkan terbatasnya penerapan perlindungan hukum bagi 

warga negara asing. Menurut teori perlindungan hukum secara baik sebelum 

dan setelah terjadi pelanggaran kepada semua subjek hukum, termasuk 

orang asing, tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, 

perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dengan baik oleh 

pemegang hak paten asing.11  

Penelitian yang ditangani oleh Fitriani dalam Hukum Ius Quia Iustum 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlakuan nasional untuk pemegang 

paten asing di Indonesia masih mengalami berbagai kendala di tingkat 

daerah.12 Di sisi lain, Wibowo dalam Jurnal Ilmu Hukum Les Renaissance 

menekankan kurangnya koordinasi antara Ditjen Hukum Kekayaan 

Intelektual serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menangani 

pelanggaran paten milik asing.  

Namun demikian, karya-karya ini lebih menitikberatkan pada analisis 

normatif dalam lingkup kebijakan hukum secara nasional, sehingga belum 

banyak yang secara spesifik mengkaji secara mendalam mengenai 

 
11 Dedi Afriadi, Hukum Paten Indonesia:Suatu Kajian Teoretis dan Praktik, (Depok  :  

Rajawali  Pers, 2023),  hlm. 145.   
12 Fitriani,“Penerapan Prinsip Pengobatan Nasional Bagi  Pemegang Paten Asing di  

Indonesia.,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol.  27,(2020),  hlm. 98–110.Jimly Asshiddiqie, 

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali P (Jakarta, 2021). 
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konstruksi hukum dan pengaturan perlindungan hak paten bagi warga 

negara asing dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, 

penelitian ini diarahkan untuk memperdalam analisis normatif terhadap 

pengaturan,teori,  asas, serta konsep perlindungan hukum hak paten, guna 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kedudukan 

hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten. 

Terdapat perselisihan paten dalam sektor teknologi menunjukkan 

betapa pentingnya kepastian hukum tentang hak-hak eksklusif yang melekat 

pada pemegang paten. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah sengketa 

antara Nokia dan OPPO mengenai penggunaan teknologi jaringan 

telekomunikasi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus ini 

berakhir dengan penyelesaian melalui kontak lisensi lintas paten pada tahun 

2024.13 Kasus ini mencerminkan bahwa pengaturan mengenai hak eksklusif 

dan lisensi paten memiliki fungsi penting dalam mencegah dan menangani 

konflik dalam kekayaan intelektual. 

Pada perspektif normatif, keberadaan ketentuan hukum mengenai paten 

menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan 

hukum yang komprehensif terhadap pemegang hak. Hal ini sejalan 

berdasarkan pandangan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, 

yakni negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

hukum secara preventif serta represif kepada entitas hukum. Perlindungan 

 
13 Smartlegal, “3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Paten dan Penyelesaiannya yang Bisa  

jadi Pelajaran”,(SmartLegal.id), 2025, diakses melalui laman resmi : 

https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2025/03/24/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-paten-dan-

penyelesaiannya-yang-bisa-jadi-pelajaran-sl/., diakses pada tanggal 03 Maret 2026 pukul 01.33. 

https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2025/03/24/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-paten-dan-penyelesaiannya-yang-bisa-jadi-pelajaran-sl/
https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2025/03/24/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-paten-dan-penyelesaiannya-yang-bisa-jadi-pelajaran-sl/
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ini bukan hanya ditujukan bagi Warga Negara Indonesia, tetapi juga bagi 

warga negara asing yang mempunyai hak hukum di Indonesia, termasuk 

dalam hal kepemilikan paten.  

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis mengenai kedudukan hukum 

warga negara asing sebagai pemegang hak paten menjadi penting untuk 

dilakukan dalam konteks sistem hukum nasional. Kajian ini diarahkan pada 

penelaahan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban 

pemegang paten, asas-asas hukum yang mendasarinya, serta mekanisme 

perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menganalisis kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak 

paten dan bagaimana penerapan perlindungan hukumnya.14 Keadaan ini 

menunjukkan pentingnya melakukan penelitian untuk memperkuat 

penerapan hukum paten lebih terbuka, meningkatkan peran serta warga 

negara asing, dan mendorong penegakan hukum yang adil serta merata di 

tingkat regional.15  

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian secara 

normatif terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum yang menjamin 

kesetaraan hak bagi warga negara asing sebagai pemegang paten dengan 

konstruksi hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini 

sekaligus menegaskan pentingnya penguatan norma hukum paten guna 

 
14  Rika Kurniawati, Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Teori Dan 

Praktek (Bandung: Nusa Media, 2022).,  hlm.  112-125. 
15   
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menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh 

pemegang hak, tanpa membedakan kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud mengkaji 

dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan 

judul, “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Sebagai Pemegang 

Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang 

hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan 

ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara asing sebagai 

pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang 

Paten ? 

C. Ruang Lingkup 

Studi penelitian ini mencakup kajian dalam bidang hukum perdata, 

terutama dalam aspek kekayaan intelektual. Fokus dari penelitian ini 

dipusatkan pada analisis mengenai kedudukan hukum warga negara asing 

sebagai pemilik hak paten serta perlindungan hukum atas hak paten.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Menganalisis serta memaparkan status hukum warga negara asing 

sebagai pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 

Tahun 2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Paten.  

b. Mengkaji perlindungan hukum terhadap warga negara asing sebagai 

pemegang hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 

2024 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten. 

2. Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum 

mengenai prinsip perlindungan hukum dan implementasi kebijakan. 

Bagi kalangan mahasiswa, penelitian ini memberikan pemahaman 

tentang bagaimana hak istimewa yang diberikan kepada orang asing 

dapat berinteraksi dengan prinsip National Treatment dalam perjanjian 

internasional (seperti Perjanjian TRIPs), yang melarang adanya 

perlakuan berbeda antara pemegang paten lokal dan asing. Studi ini juga 

berfungsi sebagai sarana untuk menguji teori tersebut dalam 

penerapannya pada bidang Kekayaan Intelektual serta memperkaya 

kajian normatif mengenai kedudukan hukum serta perlindungan hak 

paten bagi warga negara asing dalam sistem hukum Indonesia. 

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep, asas, dan norma 

hukum yang mengatur hak dan kewajiban inventor, termasuk dalam 
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konteks pendaftaran, pemeliharaan, serta pengelolaan paten, sehingga 

dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami konstruksi hukum 

paten. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan teoritis bagi 

perumusan kebijakan hukum oleh pemerintah serta pembentuk undang-

undang dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan perlindungan 

hukum di bidang paten. Lebih lanjut, penelitian ini memperkuat 

pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam mendorong 

inovasi, transfer teknologi, serta investasi, sehingga berkontribusi 

terhadap pengembangan teori perlindungan hukum yang inklusif tanpa 

membedakan kewarganegaraan pemegang hak. 

E. Kerangka Konseptual 

Supaya pembahasan dalam studi ini dapat dimengerti dengan lebih 

baik, sangat penting untuk memberikan beberapa penjelasan operasional 

yang berkaitan dengan kata-kata yang relevan dengan masalah yang ada, di 

antaranya. 

1. Kedudukan Hukum 

Kedudukan hukum adalah tempat atau status individu dalam suatu 

hubungan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki. 

Dalam penelitian ini, kedudukan hukum berkaitan dengan posisi orang 

asing sebagai pemilik hak paten yang diakui dan dilindungi oleh 

peraturan di Indonesia.16 

 
16  Oce  Madril  Hasinanda  dan  Jery.  “Perkembangan  Kedudukan  Hukum  (Legal  

Standing)  dalam  Pengujian  Administratif  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Uji  Materi  

di  Mahkamah  Agung,”  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  Vol.  51  (2021),  hlm.  10–15.   
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2. Warga Negara Asing 

Warga Negara asing adalah orang yang berasal dari luar negeri yakni 

individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia namun 

berada atau melakukan aktivitas hukum dalam area Indonesia. Dalam 

studi ini, yang dimaksud dengan warga negara asing adalah orang atau 

entitas hukum asing yang mengajukan atau memiliki hak atas paten di 

Indonesia.17  

3. Hak Paten  

Hak paten adalah hak yang hanya dimiliki oleh penemu yang diberikan 

oleh negara untuk penemuan mereka di sektor teknologi selama waktu 

tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 mengenai Paten.18 Pemegang hak paten adalah pihak yang 

namanya tercatat dalam Daftar Umum Paten di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pemilik hak eksklusif suatu 

paten.19 

4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Mengenai Paten 

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga  Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur hak paten sebagai 

 
17  Indra  Perwira  dan  Sinta  Dewi,  Hukum  Keimigrasian  Dan  Status  

Kewarganegaraan  Di  Indonesia:  Dinamika  Dan  Tantangan  Kontemporer  (Jakarta:  

Prenadamedia  Group,  2023),  hlm.  45.   
18  Endang  Purwaningsih,  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Kapita  Selekta  (Jakarta:  Prenada  

Media,  2023),  hlm. 144. 
19  Putu  Ayu  Sriasih  Wesna,“Hukum  Paten:  Teori-Teori  Perlindungan  Paten  sebagai  

Hak  Eksklusif  dan  Perubahan  Undang-Undang  13  Tahun  2016  tentang  Paten  dalam  Undang-

Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja”  dalam  Metode  Penelitian  Kualitatif  

2022  (Malang:  Literasi  Nusantara,  2022),  hlm.  50. 
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salah satu jenis kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada 

para penemu atas hasil invensi di bidang teknologi. Peraturan ini 

menyesuaikan dengan perkembangan hukum, baik di dalam negeri 

maupun di tingkat internasional. Tujuan utama undang-undang ini 

adalah untuk memperkuat perlindungan hukum, mendorong inovasi, 

serta mempermudah pemanfaatan hasil invensi di Indonesia. 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Penulis menguraikan hasil penelitian sebelumnya  yang relevan untuk 

menunjukkan landasan teori yang telah ada, mengidentifikasi 

kelemahannya, serta menjelaskan kontribusi baru yang ditawarkan 

penelitian ini. Ulasan literatur juga mencakup referensi yang berkaitan 

langsung dengan topik penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian latar 

belakang. 

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya. 

No. 

Nama, Jenis, 

Tahun, Judul dan 

Instansi Penelitian 

Hasil Penelitian 
Rumusan 

Permasalahan  

Keterangan 

Penelitian 

1.  Alifia Devi 

Erfamiati 

 

 

Jurnal (2021) 

 

“Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pemegang Hak 

Paten Ditinjau 

dari Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2001 

Mengkaji 

mengenai 

landasan hukum 

serta langkah-

langkah untuk 

mendaftar paten 

dan menelaah 

perlindungan 

hukum untuk 

pemegang hak 

paten pada 

umumnya 

berdasarkan 

Undang - Undang 

1. Bagaimana 

proses 

perolehan 

hak paten 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 14 

Tahun 2001 

tentang Hak 

Paten? 

2. Bagaimana 

bentuk 

perlindungan 

Persamaan : 

Membahas 

posisi hukum 

pemegang paten 

dan 

perlindungan 

hukumnya di 

Indonesia 

menurut 

ketentuan dalam 

Undang - 

Undang Nomor 

13 Tahun 2016 

tentang Paten 



 
13 

 

Tentang Hak 

Paten” 

 

 

Program Studi 

Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

dan Ilmu Sosial  

Universias 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja 

Nomor 14 Tahun 

2001, yang 

merupakan 

undang-undang 

yang lebih tua 

sebelum UU No. 

13 Tahun 2016. 

 

hukum 

terhadap 

pemegang 

hak paten 

menurut 

Undang-

Undang 

Nomor 14 

Tahun 2001 

tentang Hak 

Paten? 

 

serta Undang - 

Undang Nomor 

14 Tahun 2001 

tentang Paten. 

Penjelasan 

difokuskan pada 

langkah-langkah 

dan kondisi 

administrasi 

untuk 

mengajukan 

paten, serta jenis 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan 

kepada pemilik 

paten. 

 

 

Perbedaan : 

Fokus 

pembahasan ini 

adalah posisi 

hukum individu 

asing yang 

memiliki paten 

sesuai dengan 

Undang - 

Undang Nomor 

14 Tahun 2001 

tentang Paten, 

dengan 

penekanan pada 

hak dan 

tanggung jawab 

penemu, 

prosedur 

administratif, 

cara 

mendapatkan 

paten, durasi, 

serta batasan-

batasan dalam 

perlindungannya

. 

 



 
14 

 

 

2.  

Andi  

Muhammad Reza 

Pahlevi Nugraha 

 

Jurnal(2022) 

 

“Tinjauan Yuridis 

Hak Paten di 

Dalam Kerangka 

Hukum Nasional 

di Indonesia” 

 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Krisnadwipayana 

Kajian berfokus 

pada hak paten di 

Indonesia 

berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 

2016 tentang 

Paten, yang 

memberikan hak 

khusus kepada 

pencipta atas 

inovasinya dalam 

periode yang 

ditentukan. 

Penelitian ini 

menitikberatkan 

pada susunan 

perlindungan 

paten secara 

hukum, 

pemahaman hak 

eksklusif negara 

terhadap 

teknologi, serta 

posisi paten 

sebagai hak atas 

kekayaan yang 

tidak berwujud. 

 

1. Bagaimana 

pengaturan 

hukum 

tentang hak 

paten di 

Indonesia? 

2. Bagaimana 

perlindunga

n hukum 

bagi 

pemegang 

hak paten? 

 

Persamaan 

Kedua studi ini 

berpegang pada 

Undang - 

Undang Nomor 

13 Tahun 2016 

tentang Paten, 

yang mengatur 

mengenai hak-

hak eksklusif 

serta posisi 

hukum dari 

pemilik paten. 

Keduanya juga 

mengedepankan 

perlindungan 

hukum guna 

mendorong 

inovasi, transfer 

teknologi, dan 

kepastian 

hukum.  

 

 

Perbedaan : 

Pembahasan 

mencakup 

sistem hukum 

paten di 

Indonesia secara 

umum, termasuk 

sejarah, prinsip 

utama, peraturan 

hukum, serta 

bentuk 

perlindungan 

bagi pemegang 

paten. Studi ini 

menggunakan 

pendekatan yang 

konseptual dan 

menyeluruh 

untuk 

memahami 

keseluruhan 
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sistem yang 

berlaku. 

 

3.  Pratiwi Citra 

Kurnia Wilujeng 

 

Jurnal(2022) 

  

“Perlindungan 

Paten Bagi 

Pemohon Invensi 

Asing” 

 

Magister Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Lambung 

Mangkurat 

Banjarmasin 

Jurnal ini 

membahas 

perlindungan 

terhadap invensi 

luar negeri serta 

pengaruh 

perubahan Pasal 

20 Undang-

Undang Nomor 

13 Tahun 2016 

mengenai Paten 

yang dilakukan 

oleh Undang-

Undang Nomor 11 

Tahun 2020 

tentang Cipta 

Kerja. Penelitian 

ini mengevaluasi 

kesesuaian 

dengan TRIPs 

Agreement dan 

menyimpulkan 

bahwa perubahan 

tersebut dapat 

merugikan 

transfer teknologi 

dan mungkin 

mendiskriminasi 

paten asing. 

 

 

1. Bagaimanak

ah 

perlindungan 

paten 

terhadap 

invensi asing 

dalam 

peraturan 

perundang-

undangan? 

2. Apakah 

akibat hukum 

yang timbul 

dari 

pembentukan 

Pasal 20 

Undang - 

Undang 

Nomor 11 

Tahun 2020 

tentang 

Paten? 

 

Persamaan : 

Penelitian ini 

mengangkat isu 

hak dan 

perlindungan 

hukum bagi 

pemegang paten 

asing sesuai 

dengan Undang - 

Undang Nomor 

13 Tahun 2016 

tentang Paten 

serta Undang - 

Undang Nomor 

11 Tahun 2020 

tentang Cipta 

Kerja, dengan 

perhatian khusus 

pada status 

warga negara 

asing, alih 

teknologi, 

penyerapan 

tenaga kerja, dan 

pengaruh 

ekonominya di 

Indonesia. 

 

Perbedaan : 

Kajian ini 

menyoroti 

dampak 

amandemen 

Pasal 20 Undang 

- Undang Nomor 

11 Tahun 2020 

tentang Cipta 

Kerja terhadap 

investasi, 

transfer 

teknologi, dan 

kepentingan 
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nasional dalam 

kebijakan paten. 

 

4.  Aissha Amanda 

As Zahra, 

Rusdianto Sesung 

dan Febrian Rizki 

Pratama. 

 

 

Jurnal(2025) 

 

“Perlindungan 

Hukum Pemegang 

Hak Paten 

Domestik 

Terhadap 

pemegang Hak 

Paten Asing Yang 

Sejenis” 

 

Para penulis 

berasal dari 

Universitas 

Narotama 

Surabaya. 

Penelitian ini 

menerapkan 

metode hukum 

normatif dengan 

pendekatan 

legislasi dan 

konseptual untuk 

menganalisis 

perlindungan 

hukum bagi 

pemegang paten 

domestik dalam 

persaingan 

dengan paten 

internasional. 

Kajian ini 

mencakup 

kemungkinan 

terjadi konflik, 

perkembangan 

perlindungan, 

serta dampak dari 

Perjanjian TRIPS 

dan PCT terhadap 

sistem 

perlindungan 

paten di 

Indonesia. 

 

1. Bagaimana 

Undang – 

Undang 

Nomor 13 

Tahun 2016 

di Indonesia 

mempengaru

hi pengakuan 

internasional 

terhadap 

paten yang 

terdaftar, 

serta 

tantangan 

yang 

dihadapi 

pemegang 

hak paten 

domestik 

dalam 

memahami 

perlindungan 

hak mereka 

di negara 

lain? 

 

Persamaan : 

Sama-sama 

menerapkan 

Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 

2016 tentang 

Paten, merujuk 

pada TRIPs dan 

PCT, serta 

membahas hal-

hal terkait 

kewarganegaraa

n pemilik paten, 

baik lokal 

maupun 

internasional. 

 

 

Perbedaan : 

Penelitian ini 

menganalisis 

strategi 

perlindungan 

paten Indonesia 

dalam 

melindungi 

patennya di 

negara lain, 

dengan 

penekanan pada 

kesulitan 

penegakan 

hukum 

internasional, 

kerumitan 

sistem hukum 

asing, serta 

kontribusi PCT 

(Patent 

Cooperation 

Treaty) dalam 

memperkuat 

perlindungan 
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  Berdasarkan review studi penelitian terdahulu, studi menunjukkan 

bahwa kajian dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini berorientasi pada analisis posisi hukum dan 

jaminan administratis bagi warga negara asing sebagai pemilik hak paten 

dengan menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajian diarahkan 

pada penelaahan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta 

konsep hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara 

asing dalam kepemilikan hak paten di Indonesia. Selain itu, penelitian ini 

juga mengkaji bentuk perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur 

dalam sistem Direktorat Jendela Kekayaan Intelektual. 

G. Metode Penelitian 

 Metodelogi yang digunakan dalam kajian ini tersusun dari beberapa 

langkah yang diatur secara terencana untuk mendapatkan informasi yang 

tepat dan sesuai mengenai kedudukan hukum orang asing sebagai pemilik 

hak paten menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk 

menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan hukum warga 

paten di tingkat 

global. 
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negara asing sebagai pemegang hak paten.20 Metode ini memungkinkan 

peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi secara menyeluruh 

mengenai kedudukan hukum warga negara asing pemegang hak paten,  

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data utama yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research), dengan menelaah bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan perlindungan hak 

paten. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji 

kesesuaian norma hukum yang tertulis dengan konsep perlindungan 

hukum terhadap hak paten bagi Warga Negara Asing, melalui penafsiran 

peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta doktrin hukum 

yang berkembang..21 

a. Data Primer 

Merujuk pada sumber data utama yang diperoleh langsung, dalam 

penelitian hukum normatif data primer dipahami sebagai bahan 

hukum primer yang bersifat otoritatif. Peneliti mengumpulkan data 

tersebut melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan, seperti Undang-Undang di bidang paten, serta 

ketentuan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan 

pelindungan hukum. Bahan hukum primer digunakan untuk 

mengkaji norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban Warga 

 
20  Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris  

(Malang:  Bayumedia,  2022),  hlm.  256-265. 
21  Ibid., hlm. 57-59. 
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Negara Asing sebagai pemegang hak paten, termasuk mekanisme 

pendaftaran dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam 

sistem kekayaan intelektual di Indonesia..22  

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah sumber data yang berasal dari dokumen-

dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan. Untuk karya 

ini peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang 

nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten perbaruan atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2026 tentang Paten, lalu ada modul-modul dengan 

judul modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang paten, modul 

panduan pemeliharaan paten,  serta jurnal ilmiah untuk memperkuat 

serta melengkapi pembahasan penulisan ini.23 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang diterapkan dalam memperoleh data pada studi ini 

mencakup kumpulan data primer dan sekunder. Data primer 

dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan hak paten serta ketentuan mengenai kewarganegaraan. 

Penelaahan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mengenai 

kedudukan hukum warga negara asing sebagai pemegang hak paten, 

termasuk hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan dalam sistem hukum di Indonesia..24 

 
22  Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 181.  
23  Zainuddin  Ali,  Metode  Penelitian  Hukum  (Jakarta :  Sinar  Grafika,  2019),  hlm.  

106. 

  24  Sugiyono,  Op.cit.,  hlm.  224. 
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4. Analisis Data  

Data yang didapat dari kajian pustaka dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif. Proses analisis terdiri dari beberapa langkah, 

yaitu data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dianalisis 

secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan normatif dalam 

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2014 mengenai paten, teori perlindungan 

hukum lalu penarikan kesimpulan.25 Peneliti akan menganalisis 

bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kedudukan hukum 

warga negara asing sebagai pemegang hak paten serta perlindungan 

hukum yang tersedia bagi invensi warga negara asing terkait hak 

paten.26 

H. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penyusunan mencakup empat bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review 

studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
25  Emzir,  Analisis  Data  Kualitatif:  Teori  Dan  Aplikasinya  Dalam  Penelitian  Sosial  

Dan  Hukum  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2023,  2023).  hlm.  145-150. 
26  Johnny  Ibrahim,  Op.cit.,  hlm.  256-265. 
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Pada bagian ini  akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hak 

paten, kedudukan hukum warga negara asing dalam hukum Indonesia, 

perlindungan hukum terhadap hak paten, kerangka teoretis, dan 

kerangka konseptual. 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mengkaji kedudukan hukum warga negara asing sebagai 

pemegang hak paten, perlindungan hukum terhadap hak paten warga 

negara asing, hasil analisis dan pembahasan 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. 
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